PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

a.

bahwa Universitas Padjadjaran memerlukan pengaturan
mengenai Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut
Pendidik (NUP);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor
Universitas Padjajaran;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang
Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1422);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 301);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta
Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Nomor
5720);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia
Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru
Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor
Emeritus;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada
Perguruan Tinggi, yang telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

— Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada



Perguruan Tinggi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas
Padjadjaran Periode 2015-2019;

10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas
Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas
Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG
NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR URUT
PENDIDIK (NUP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan
tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan
Unpad.

3. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang
menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan
di bidang akademik.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-
tiap Fakultas atau Sekolah.

5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan
kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau
pendidikan vokasi.

6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat;

7. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai
tenaga pendidik tetap di lingkungan Unpad.

8. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus
sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan Unpad, yang ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.

9. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian
kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, di lingkungan Unpad.

10.Guru besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang
masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

11.Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan
aspek keterampilan di perguruan tinggi.

12.Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi
memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.

13.Praktisi adalah seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu
sesuai dengan bidang ilmunya.

14.Purna Tugas adalah Dosen yang sudah menyelesaikan masa tugas formal sesuai
ketentuan perundang-undangan di tempat kerjanya.

15.Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah
nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja paruh



waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi
pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan
perjanjian kerja.

16.Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut
yvang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang tidak memenuhi syarat
diberikan NIDN atau NIDK.

17.Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

(1) NIDK dan NUP di lingkungan Unpad dapat diberikan kepada Dosen Unpad tang
berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik
Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau Dosen Purna Tugas.

(2) NIDK dan NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usulan Rektor
kepada Kementerian.

Pasal 3

Prosedur pengusulan NIDK sebagai berikut:

1. Dosen yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Departemen kepada
Dekan;

2. Dekan mengajukan usulan Departemen kepada Rektor dengan pertimbangan
Senat Fakultas;

3. Rektor menilai kelayakan ajuan Dekan;

4. Rektor membuat perjanjian kerja dengan dosen, untuk kemudian ditetapkan
sebagai dosen tetap Unpad,;

5. Setelah memperoleh status sebagaimana dimaksud pada angka 4, Rektor
mengajukan dosen tersebut untuk memperoleh NIDK ke Kementerian.

Pasal 4

Prosedur pengusulan NUP sebagai berikut:

1. NUP diajukan Dekan kepada Rektor atas usulan Departemen;

2. Rektor menilai kelayakan ajuan Dekan;

3. Rektor menetapkan Dosen Tidak Tetap dilingkungan Unpad, yang dapat
memperoleh NUP;

4. Rektor mengajukan dosen yang telah memperoleh status sebagaimana dimaksud
pada angka 3 untuk memperoleh NUP ke Kementerian.

BAB I1
NIDK DAN NUP BAGI DOSEN YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TENTARA NASIONAL INDONESIA, POLISI REPUBLIK INDONESIA,
PEREKAYASA, PENELITI, DAN PRAKTISI

Bagian Kesatu
NIDK

Pasal 5

(1) NIDK diberikan kepada Dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
dengan Unpad setelah memenuhi persyaratan.

(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri
Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa,
peneliti, dan praktisi.

(3) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap
mahasiswa.

(4) NIDK diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
sampai dengan dosen tersebut mencapai usia:

a. 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor; dan
b. 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen selain Profesor.



(5) NIDK bagi Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat
diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi
paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(6) NIDK bagi Dosen selain Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(7) Dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi
Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, dan praktisi sebagimana dimaksud
pada ayat (2) dapat memperoleh NIDK pertama kali setelah sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun bekerja di institusinya.

Pasal 6

(1) Persyaratan untuk memperoleh NIDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1):
a. telah diangkat sebagai Dosen Tetap NonPNS Unpad yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja;
b. bersedia menjalankan kewajiban sebagai dosen Unpad sebagaimana diatur
dalam perjanjian kerja;
c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempubh,
dan/atau keputusan penyetaraannya;
e. sehat jasmani dan rohani; dan
f. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.
(2) Dosen yang berkewarganegaraan asing dapat memperoleh NIDK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (1).
(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Dosen
berkewarganegaraan asing berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:
a. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;
b. memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor; dan
c. paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal
internasional bereputasi.

Pasal 7

Dosen yang memiliki NIDK berkewajiban:

a. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja yang diatur
dalam perjanjian kerja; dan

b. Aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling
sedikit setara dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester;

c. Memiliki minimal 1 (satu) Hibah Riset (Research Grant) tiap tahun sebagai
Peneliti Utama (Principle Investigator) yang berasal dari dalam dan/atau luar
Unpad,;

d. menghasilkan minimal 1 (satu) publikasi dalam jurnal internasional bereputasi
setiap tahun:

i. bagi profesor tidak wajib menjadi Penulis Pertama (first author),
ii. bagi selain Profesor wajib menjadi Penulis Pertama (first author); dan

e. Menghasilkan minimal 1 (satu) profesor baru dalam 3 (tiga) tahun khusus bagi
profesor;

f. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja.

Pasal 8

Dosen yang memiliki NIDK berhak:

a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;

b. dapat diusulkan mendapatkan jabatan akademik;

c. dapat mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas
tambahan, sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad; dan

d. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.



Bagian Kedua
NUP

Pasal 9

(1) NUP diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Tutor, dan Instruktur setelah
memenuhi persyaratan.
(2) NUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tidak
Tetap, Tutor, atau Instruktur mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. telah diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap Unpad berdasarkan Keputusan
Rektor;
b. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh,
dan/atau keputusan penyetaraannya,;
c. sehat jasmani dan rohani; dan
d. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika;

Pasal 10

(1) Dosen yang memiliki NUP berkewajiban melaksanakan Pengajaran atau Riset
sesuai Keputusan Rektor;
(2) Dosen yang memiliki NUP berhak:
a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di
Unpad; dan
b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;

BAB III
NIDK DAN NUP BAGI DOSEN PURNA TUGAS

Bagian Kesatu
NIDK

Pasal 11

(1) Kepada Dosen Purna Tugas yang diangkat di Unpad berdasarkan perjanjian
kerja diberikan NIDK, setelah memenuhi persyaratan.
(2) Dosen yang memiliki NIDK diperhitungkan dalam nisbah dosen terhadap
mahasiswa.
(3) NIDK bagi dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam rentang usia:
a. 70 (tujuh puluh) - 78 (tujuh puluh delapan) tahun bagi dosen purna tugas
dengan jabatan akademik terakhir profesor; dan
b. 65 (enam puluh lima) - 69 (enam puluh sembilan) tahun bagi dosen purna
tugas dengan jabatan akademik terakhir selain profesor.
(4) NIDK bagi Dosen purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku
sampai dengan usia:
a. 79 (tujuh puluh sembilan) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik
terakhir profesor;
b. 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dengan jabatan akademik terakhir selain
profesor.
Pasal 12

(1) Dosen purna tugas dapat diusulkan untuk NIDK, apabila memenuhi
persyaratan:

a. aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Unpad dengan

beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap
semester;

b. telah diangkat sebagai Dosen Tetap Unpad NonPNS, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja;



c. khusus bagi profesor purna tugas, telah ditetapkan sebagai Profesor
Emeritus;

d. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. bersedia menjalankan kewajiban sebagai dosen purna tugas Unpad
sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja;

f. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh,
dan/atau keputusan penyetaraannya;

g. sehat jasmani dan rohani; dan

h. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

(2) Bagi Profesor purna tugas ditambahkan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki minimal 1 (satu) research grant (hibah riset) per tahun dalam 3 (tiga)
tahun terakhir sebagai principle investigator (peneliti utamaj;

b. memiliki minimal 1 (satu) publikasi dalam jurnal internasional bereputasi per
tahun dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan

c. menghasilkan minimal 1 (satu) profesor baru dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

(3) Bagi dosen purna tugas selain profesor, ditambahkan persyaratan sebagai
berikut:

a. memiliki minimal 1 (satu) research grant (hibah riset) per tahun dalam 3 (tiga)
tahun terakhir; dan

b. memiliki minimal 1 (satu) publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi per
tahun atau 1 (satu) jurnal internasional bereputasi dalam 3 (tiga) tahun
terakhir ;

(4) Bagi Profesor purna tugas yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dan ayat (2) dapat diusulkan diangkat sebagai
dosen purna tugas dengan kualifikasi akademik doktor atau diangkat sebagai
Dosen tidak tetap.

(5) Bagi Dosen purna tugas selain Profesor yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat diusulkan untuk
diangkat sebagai Dosen tidak tetap.

Pasal 13

Dosen purna tugas yang memiliki NIDK berkewajiban:

1. Aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling
sedikit setara dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester;

2. Memiliki minimal 1 (satu) Hibah Riset (Research Grant) tiap tahun sebagai
Peneliti Utama (Principle Investigator) yang berasal dari luar Unpad,;

3. menghasilkan minimal 1 (satu) publikasi dalam jurnal internasional
bereputasi setiap tahun:
i. bagi profesor tidak wajib menjadi Penulis Pertama (first author};
ii. bagi selain Profesor wajib menjadi Penulis Pertama (first author); dan

4. Menghasilkan minimal 1 (satu) profesor baru dalam 3 (tiga) tahun khusus
bagi profesor purna tugas;

Pasal 14

Dosen purna tugas yang memiliki NIDK berhak:

1. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai Perjanjian Kerja;
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan

3. diakui sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.

Bagian Kedua
NUP

Pasal 15

(1) NUP bagi Dosen Purna Tugas dapat diberikan kepada Dosen tidak tetap di
lingkungan Unpad, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
pada Pasal 12 ayat (4) dan (5).

(2) Dosen Purna Tugas yang dapat memperoleh NUP memiliki persyaratan:



a. telah diangkat sebagai Dosen Tidak Tetap Unpad berdasarkan Keputusan
Rektor;

b. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh,
dan/atau keputusan penyetaraannya;

c. sehat jasmani dan rohani; dan

d. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika;

Pasal 16

(1) Dosen Purna Tugas yang memiliki NUP berkewajiban melaksanakan
Pengajaran atau Riset sesuai Keputusan Rektor;
(2) Dosen purna tugas yang memiliki NUP berhak:
a. memperoleh honor dan/atau tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di
Unpad; dan
b. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku: ,

1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 10/UN6.RKT/KEP/HK/2018
tentang Pengajuan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bagi Dosen Purna Tugas
Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Semua Keputusan Rektor tentang penetapan NIDK dan/atau NUP yang ada,
dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan
Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor
ini ditetapkan.

3. Semua NIDK dan/atau NUP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian bagi dosen
Unpad, harus disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 12 Maret 2018

yGONO ACHMAD



